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AUDIT AND 
AUDIT POLICY



Pemeriksaan (audit) adalah proses identifikasi 
masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 
secara independen, obyektif, dan profesional 
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan 
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara.
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Audit adalah suatu proses sistematis untuk 
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 
kegiatan dan kejadian ekonomi, yang bertujuan 
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan- 
pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 
ditetapkan, serta untuk mengkomunikasikan 
hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 



Kebijakan audit adalah seperangkat aturan dan 
prosedur formal yang mendefinisikan bagaimana 
proses audit dilaksanakan untuk memantau dan 
mengevaluasi operasi, pengendalian internal, 
dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan 
pedoman internal yang relevan dari entitas yang 
diaudit.

An audit policy is a set of formal rules and 
procedures that define how the audit process is 
carried out to monitor and evaluate the 
operations, internal controls, and compliance 
with relevant laws, regulations, and internal 
guidelines of the audited entity.





PUBLIC POLICY 
AND PUBLIC 
SECTOR AUDIT 
POLICY



How to define 
audit policy in 
the public 
sector ?





Kebijakan sektoral adalah kebijakan 
publik yang mendemonstrasikan peran 
kelembagaan pemerintah (negara) dalam 
melayani dan mengatasi berbagai 
masalah yang dihadapi publik dalam 
berbagai sektor, seperti kesehatan, 
pendidikan, keamanan, pertahanan, 
infrastruktur, hukum (peradilan) dsb.

Kebijakan tata kelola adalah kebijak-
an yang mengatur mekanisme internal 
pemerintahan, proses pengambilan 
keputusan, dan aparatur yang melayani 
publik (ASN, pegawai BI, BUMN, dsb) 
dan sistem pengawasan. 
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Program
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Dampak kebijakan audit (policy audit 
impact) adalah hasil atau pengaruh nyata 
dari penerapan kebijakan audit terhadap 
pertanggungjawaban (akuntabiltas) lembaga 
publik atas pengelolaan sumberdaya publik 
dan kinerja yang dihasilkannya..



Audit
Policy

(Kebijakan
Audit)

Audit
Process
(Proses
Audit)

Audit
Result
(Hasil
Audit)

1. Renstra
2. RKP/RKA
3. P2 (Program Audit)
4. Kompetensi Tim

1. Integritas
2. Konsistensi
3. Ketersediaan Data

1. LHP/LHA 
2. Perbaikan Tata Kelola
3. Peningkatan Kinerja
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ENGANGEMENT

COMMITMENT 
SUPPORTED BY 

CAPACITY

COMPETENCE 
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MASALAH DAN 
TANTANGAN AUDIT 
SEKTOR PUBLIK



a. Political influence and 
audit independence

b. Regulatory fragmentation
c. Outdated standards
d. Policy ambiguity
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a. Misaligned structure
b. Silo mentality
c. IT without risk assessment
d. Resistance to change
e. “Autopilot” phenomenon
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a. High workload and time 
constraints

b. Inconsistent application of 
risk assessment

d. Insubordination or 
contempt of authority

e. Substandard audit report
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Geopolitical Tensions 
and Global Economic 
Uncertainty

a

Fluktuasi nilai tukar 
dan gangguan rantai 
pasok

b
Belanja darurat 
kurang terawasi

c

Risiko otoritarianis-
me dan penutupan 
informasi
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Audit dibutuhkan untuk 
menjamin keterbukaan 
informasi, memitigasi 
berbagai risiko dan mem-
perkuat resiliensi tata 
kelola dalam menghadapi 
situasi luar biasa



Fakta objektif 
dikalahkan opini 
emosional

The Post-Truth Fog
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Audit dibutuhkan 
untuk menjamin 
kredibilitas dan 
validitas data 
(khususnya terkait 
tata kelola publik)



Who Audits the 
Algorithm ?

AI untuk audit data (fraud 
detection, anomaly), AI juga 
berisiko menghasilkan bias 
dan informasi yang tidak 
akurat
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Kebijakan audit tidak 
saja diarahkan untuk 
menguji data, tetapi 
juga coding (sistem/ 
aplikasi/program) 
yang menghasilkan 
data tersebut.

Model AI tidak netral secara politik maupun 
bebas dari bias. Lebih penting lagi, model 
tersebut bahkan mungkin mustahil untuk 
tidak bias.



ISO/IEC 42001:2023 (Standar tata kelola AI)



a

Green budgeting, 
subsidi energi, 
green bonds

b
Implementasi SDGs 
dan Net Zero Target

c

Greenwashing dan 
pemborosan proyek 
lingkungan

The urgency of a 
sustainable future
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Kebijakan audit perlu 
diarahkan tidak saja 
dalam konteks 
assurance of financial 
accountability, tetapi 
juga assurance of 
sustainability 
accountability



Standar Pelaporan Standar Pemeriksaan (Auidit)



PENUTUP : BEYOND 
ACCOUNTABILITY





Audit sebagai Institutional Safeguard 
dan Trust Builder

Audit menjadi mekanisme penjaga institusi yang 
mencegah erosi nilai dan struktur pemerintahan.

1. Memastikan program publik tidak tergelincir dari 
mandat aslinya.

2. Melindungi organisasi dari “drift”, misalnya 
perubahan tajam tanpa kontrol.

3. Menjaga otoritas institusi agar tetap legitimate di 
mata publik.

4. Publik menilai bahwa sumber daya negara diawasi 
secara ketat.

5. Kepercayaan meningkat ketika audit mampu 
mengungkap dan memperbaiki kelemahan sistem.

6. Kepercayaan publik adalah modal sosial penting 
dalam demokrasi.

Audit berperan sebagai “rem institusional” 
(institutional brake) untuk menjaga stabilitas dan 
sekaligus salah satu pilar legitimasi pemerintahan.

Audit sebagai Risk Government Instrument

Audit mengisi celah yang tidak tercakup oleh regulasi 
atau SOP dengan memberikan penilaian independen 
atas risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Mengidentifikasi risiko sistemik yang tidak terlihat 
oleh unit operasional.

2. Mendorong penerapan manajemen risiko yang 
lebih matang.

3. Menjadi mekanisme kontrol dinamis saat 
perubahan teknologi, politik, atau kebijakan.

Audit memperkuat daya tahan kelembagaan 
(institutional resilience).
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Audit sebagai Learning Mechanism

1. Menghasilkan lessons learned untuk 
perbaikan kebijakan dan prosedur.

2. Memfasilitasi feedback loop antara tingkat 
kebijakan, institusi, dan operasional.

3. Mendorong organisasi publik menjadi 
learning organization.

Audit sebagai Performance Enhancer

Audit mendorong tata kelola untuk bekerja lebih efektif 
dan efisien.

1. Menilai apakah program pemerintah 
(negara)  menghasilkan output, outcomes 
dan impact yang diharapkan.

2. Mendeteksi pemborosan (waste), 
inefisiensi, dan duplicative practices.

3. Menjadi dasar untuk reformasi birokrasi dan 
optimalisasi anggaran.

Audit memperkuat Value for Money

Audit bukan hanya instrumen pengawasan, tetapi juga 
instrumen  pembelajaran organisasi.

Audit menciptakan budaya perbaikan 
berkelanjutan (continuous improvement)
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Audit sebagai Public Moral Compass

1. Menegaskan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan 
kepatuhan hukum.

2. Membentuk harapan publik tentang bagaimana 
pejabat publik seharusnya bertindak.

3. Memberikan sinyal normatif bahwa perilaku 
menyimpang (fraud, korupsi, penyalahgunaan 
wewenang) tidak dapat ditoleransi.

Audit sektor publik berfungsi sebagai kompas moral yang 
memberikan arah etika bagi pengelolaan sumber daya negara

Kebijakan audit tidak saja ditujukan untuk 
mengidentifikasi menemukan kesalahan atau 
masalah dalam tata kelol, tetapi juga membentuk 
standar moral tata kelola publik
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